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BAB V 

PENUTUP 

  

5.1 Kesimpulan  

Setelah melakukan pembahasan dan penganalisaan tentang “Evaluasi 

Program Desaku Tuntas” pada bab IV yang dilakukan dengan wawancara 

dengan memberikan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan kepada responden 

dan pengamatan secara langsung kepada responden. Maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Evaluasi Program 

Desaku Tuntas di Desa Gondanglgei Kulon. Kabupaten Malang Pada Tahun 

2023” sebagai berikut:  

5.1.1 Pelaksanaan Program Desaku Tuntas yang ada di Desa Gondanglegi 

Kulon dapat dikategorikan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari 

berdasarkan indikator teori evaluasi kebijakan dalam pelayanan 

publik oleh teorinya William N Dunn yakni:  

a. Efektivitas: Pelaksanaan Program Desaku Tuntas masih belum 

efektiv, hal ini dilihat dari belum sesuainya jam kerja yang ada, 

minimnya petugas dan prosedur pelayanan yang belum diketahui 

oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena belum adanya 

sosialisasi pemerintahan desa kepada masyarakatnya. 

b. Kecukupan: Untuk kecukupan pelaksanaan Program Desaku 

Tuntas belum memadai. Hal ini ditandai dengan Sarana dan pra 

sarana yang kurang memadai. Selama ini pemerintahan desa 
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c. hanya memiliki 1 unit mesin scan dan printer serta tidak adanya 

papan informasi yang terpampang atau terpasang disudut-sudut

 lokasi   pelayanan yang menjelaskan alur atau prosedur pelayanan  

Program Desaku Tuntas.

d. Responsivitas : Responsivitas pelaksanaan Program Desaku 

Tuntas masih kurang optimal yang ditandai dari minimnya jumlah 

petugas sehingga ketika terjadi antrian panjang petugas pelayanan 

cenderung tergesa-gesa dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

e. Ketepatan : Ketepatan Pelaksanaan Program Desaku Tuntas di 

Desa Gondanglegi Kulon belum tercapainya target sasaran yang 

sudah direncanakan. Hal ini disebabkan karena belum adanya 

sosialisasi dari desa kepada masyarakat. 

5.1.2 Faktor Pendukung dan Faktor penghambat Program Desaku Tuntas 

sebagai berikut:  

a. Faktor Pendukung : Adanya SOP (Standart Operasional Prosedur) 

yang mengatur jalannya pelayanan Program Desaku Tuntas dan 

aspek birokrasi yang saling mendukung dan memotivasi 

bawahannya. 

b. Faktor Penghambat : Kemampuan Aparat/ minimnya SDM, 

Minimnya Sosialisasi kepada masyarakat, serta Sarana dan 

Prasana yang kurang memadai. 
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5.2 Saran 

Pada  penelitian ini, peneliti mencoba memberi saran yang berkaitan 

dengan Evaluasi Program Desaku Tuntas di Desa Gondanglegi Kulon 

Kabupaten Malang Pada Tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Diharapkan Desa Gondanglegi Kulon dapat menambah petugas 

pelaksana Program Desaku Tuntas, agar dalam proses pelayanan tidak 

terjadi antrian panjang dan petugas tidak tergesa-gesa dalam melayani 

masyarakat. 

2. Perlu adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, 

tentang adanya Program Desaku Tuntas di Desa Gondanglegi Kulon. 

Supaya masyarakat mengetahui tentang adanya program tersebut, serta 

masyarakat faham terhadap syarat dan prosedur pelayanan program 

tersebut. 

3. Diharapkan Desa Gondanglegi Kulon dapat menambah dan 

melengkapi sarana dan prasaran kerja, khususnya mesin scan dan 

printer.  

4. Perlu adanya pemasangan spanduk atau papan informasi tentang syarat 

dan prosedur Program Desaku Tuntas di sekitar ruang tunggu 

pelayanan. Supaya masyarakat yang belum mengetahui tentang 

prosedur dan syarat pelayanan program desaku tuntas bisa sambil 

melihat dan membaca ketika menunggu antrian layanan ataupun ketika 

hendak mengurusi dokumen kependudukannya.
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